KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . GEMA ARTISTI WAHYUDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 739555
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 207.000.000
1. MOTOR, HONDA E1FF02N11MZ A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000
2. MOBIL, TOYOTA B401RA-GQZEJ (CALYA 1.2 G AT) Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, YAMAHA N MAX 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 10.000.000

Sub Total Rp. 976.000.000

. HUTANG Rp. 325.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 650.200.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
UNIT KERJA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KHABIB MUALIM
2. Jabatan . SEKRETARIS
3. NHK . 737183
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 281 m2/196 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 226.000.000

1. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT 110 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

3. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

184.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.551.436
F. HARTA LAINNYA Rp. e
Sub Total Rp. 804.551.436
[ll. HUTANG Rp. 63.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 741.551.436
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

UNIT KERJA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

DATA PRIBADI

1. Nama : TITIK SUPRAPTI

2. Jabatan . KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

3. NHK : 760735

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/90 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 D Tahun 2006, HASIL SENDIRI

Rp. 5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.700.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 539.700.000
Ill. HUTANG Rp. <=-n
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 539.700.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

UNIT KERJA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DATA PRIBADI

1. Nama : PURWANINGSIH

2. Jabatan . KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

3. NHK 734400

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, SUZUKI R3 MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ---
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 96.000.000
. HUTANG Rp. 70.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 26.000.000
Catatan:

.

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ACHMAD ASFARI ASY
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 745186
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 960.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/168 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 123 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah Seluas 1855 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN
Rp. 625.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.500.000
1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON R Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

17.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.867.441
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 1.083.367.441
. HUTANG Rp. 140.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 943.367.441
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
UNIT KERJA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
I. DATA PRIBADI
1. Nama : TRIAGUS SUTOPO
2. Jabatan . KEPALA BIDANG
3. NHK 1 742929
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 307.860.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.130.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/50 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.130.000
3. Tanah Seluas 3315 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 147.600.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 82.852.977
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 400.712.977
[ll. HUTANG Rp. 30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 370.712.977
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
UNIT KERJA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
I. DATA PRIBADI
1. Nama : NUROHMAD
2. Jabatan . KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN KELUARGA
3. NHK : 776999
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.690.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.030.000.000
2.  Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/200 m2 di KAB / KOTA
TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 298.000.000
1. MOBIL, FORD FIESTA SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
78.000.000

2. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

220.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. . |
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. --S-
Sub Total Rp. 1.994.500.000
. HUTANG Rp. 1.300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 694.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
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pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



